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DENGAI{ RAHMA? ?UHAr YANG MAHA ESA
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BUPATI HALMAHERA BARffT

bahwa herdasankan ketentuan Pasal 13 a-vat il)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OOB tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pirnpinan
lnstansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
yang merupakan salah satu unsur dari Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

bahwa dalanr rangka n:lelaksanakan penilaian risiko
secara komprehensif di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat seLragaimana dimaksud
pada huruf a, diperlukan Pedoman Manajemen R"isiko
yang dapat digunakan untuk rnengelola risiko;

bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajernen Risiko
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera
l=arP,t.

Uo.i*r.g-=*t:dattg li*a:*t- fu{} Tahu:: f i5* tentafig
F*:r*tapi:i: U::,j*lg:Ui:dang *a:'urat- l{omr-r:: *3 ?a}:un
1q57 tL*I:tarlg Feiab*niukiu *aerai:-ila*rah Sr.vata::ira
Tir:gkat ii rlaiain Wila-va}: ilaerah srvatai:rra Tingkat i
Maluku manjadi Undang-Undang;

Undang*Undang Nomor * Tahun 2G00 tentang
Ferubahan atas Undang-Undalg Nomor 46 Tahun 1999
tentang Pembentukan Frovinsi L,{aluku lJtara.
Kabupaten Burn, dan Kabupaten Mah-rku Tenggara
Barat;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
PemLrentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halrnahei:a Selatan, Kabr-rpaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halrrrahera Timur dan liota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara:

it',{ei:gi::gai l
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Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah cliubah l:eberapa kaii terakhir
dengan Undang-Undang Nornor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Unciang Nomor 23
Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negar:a Republik Inclonesia Nomor
s67el:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah iLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20SB l,lomor 127,
Tamirahan l,embaran Negara Reputrlik Inei<lnesia I'Jomor
4RqOl.

Feraturan Daerah Kabupaten Haimahera Barat i{ornor
2 Tahun 2A21, tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Sr-rsunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

Peraturan Bupati Haimahera Barat Nomor 20 Tahun
2O21 tent.ang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Haimahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

MMEMUT{-J SK A N:

MenetapKAn : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG
PEDOI\{AN MANAJEMEN RISIKO Di LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yar:g dirnaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten halmahera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Barat sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan :'ang menjadi kervenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Haimahera Barat.

4. Organisasi Perangkat Daerah (OPDi adalah unsur pembantu Bupati dan
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DPR dalarn penSreienggaraan urusan pemerintahan yang rnenjadi
kervenangan Daerah.

5. Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat yang selanjutn3,-a disebut
Inspektorat adalah OPD yang merupakan aparat pengaw-asan intern
pemerintah yang bertanggung jarvab langsung kepada Bupati.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjr.itnya disingkat SPIP
adalah sistem pengendaiian intern -\'ang diselenggarakan secara
menyeluruh di iingkungan Pemerintah Daerah.

7. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membarna
akibat yang ticiak diinginkan atas pencapaian tul'uan dan sasaran
organlsasi.

8. Manajemen Risiko adaiah serangkaian kegiatan terencana dan
terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi
ffiengalrcarn keberlangsungan dan pencapaian tuj uan organisasi 

"

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan
manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat.

2. Peraturan Bupati ini bertu.iuan untuk meningkatkan kualitas
perencanaan, kineda, dan efektivitas pengenclalian intern melalui
Fenerapan manajemen i-isjko.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan

b. Proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Haknahera Barat.

BAB II
INFRASTUI(TUR MANAJEMEII RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasai 4

Irrfrast ukti.rr Manqi ernerr Risiko seba.gairnana dirn a"ksr.rd dalarn PasaL
3 huruf a, rneliputi :

a" Budaya Risika;
b. Struktur Man{ernen Risiko;
c. Sistem Infoi"masi Manajemen Risiko; dan
d. Anggaran Manajemen Risiko"



Bagian Kedua
Budaya Risiko

Pasal 5
(1) Budaya Risiko sebagaimana dirnaksud dal"am Pasa1 4 huruf a,

merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuall dan
pernaharnam tentang rislko, yarig dimiliki bersarna oleh
sekelornpok orang dengan tujuan ya"ng sarRa.

(2) Wujud pelaksar:aarr br.claya risiko dilakukan dalarn bentr-rk:

a" korcitmen pir:rpinan;

b. pengintegrasian manqjemen insiden ke dalam rnanajemen
risiko;

c. pengintegrasian manajernen risiko dalam proses bisnis
organisasi;

d. penyarnpaian inforrnasi yang berkelanjutan lnengenai risiko;
e. tersedianya program pelatitran manajemen risiko untuk

selurrh pegawai
f'. kejelasan tugas, furrgsi, serta alokasi surrrber daya untuk

penallganan risiko;
g" penghargaan terhadap ketepatan pengarnbilan risiko clleh

organisasi dan/atau pegawai; dan

h. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan
clalarn pengarntriian keputusan .

{3} Pernbangurran hudaya risiko dilaksanakan rnelalui takrap:

a. Kesadaran berbudaya risiko;
b. Manqjemen perubahan budaya risiko organisasi; dan

c. Penyernpurnaan br-rclaya risiko organisasi-

Bagian Ketiga
Struktur Mana,jernen Risiko

Pasal 6

{1} Strr.ktur rnanajerr}err risiko sebagailnana dirnaksud dalarn
Fasal 4 huruf b, rnerupakan sinergi antar personel pada
sernua tingkatan yarag rnernberikan perspektif lengkap
tentang rnanaj ernen risiko

(2) Struktur manajernen risj.ko di lingfuungan Pemerintah Katrupaten
Haknahera Barat sebagairnana dirnaksud pada ayat {1} terdiri
ata-s:

a. Lini pertarna;
b. Lini kedua; dal
c" Lini ketiga.



Pasal 7
(1) Lini Pertarna sebagajr:r&na dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2|

kruruf a, dilaksanakara oleh:
a" Pernilik Risiko; clari
b. Pengelola Risil<o.

{2} Lini Kedua sebaga.irnaria dirnaksud ddam Pasal 6 a-vat t2}
hr-rruf b, dilaksanakan oleh Unit Manqiernen Risiko.

(3) Lini Ketiga sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat t2)
huruf c, dilaksana-kan olekr Unit Pengawas Intern.

Pasal B

{1i F}en:ilik Risiko sehiagaimana dirnaksud dalam Pasai 7 ayat {1i huruf a,
adalah Bupati. Sekretaris Daerah, Kepala OPD, lnspektur dan Camat
_yang bertanggung jau,ah untuk melakukan manajemen risiko di lingkup
kerjan;la"

(2) Pemilik Risiko sebagaimana climaksud pada ayat (1), terdiri
atas:

a" Pemilik Risiko untuk tingkat PernerintaJr Kabupaten
Halrtahera Barat Sraitu Bupati;

I-:.Pemilik Risiko r:ntuk tingkat Sekretariat Da,erahr yaitu
Sekretaris Daerah; dan

e . Pernilik Risiko r*rntr-rk tingkat OPD yaitu Kepa-la OPD,
Inspektur dan Carna"t-

(3) Pernilik Risiko sebragairnana dirnaksud pada ayat { 1},
bertanggungj anvab:

a" nlemastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikeioia, dan
dipantau;

b. rnenentukan tingkat selera risikcl ya.ng tepat;
c" rrrengintegra.sikan rrranajerllen risiko ke dalarre

pencapaian kine{a dengan rnenetapkan dan
mendelega-sikan pelaksanaara rerrcana tindak
pe:ngenclalian; dan

C" menyeimpaikan lai:cran manajemen ri,siko yarig disnsurr
pengelola risiko.

{4) Laporan rnanqjernen risiko sebagairnana dirnaksud pa.d,a ayat {"3,}

kruruf d, ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Unit Manajemen Risiko.

Pasal I
( 1 ) Pengelola Risiko seba"ga"irnana dimaksud dalarn Pasal 7 ryat

(1) huruf b, adala-l. pejabat yang ditunjuk sebagai penarlggung
janr.ab rnanajernen risiko pada unit kerja masing-masing.



(2) Pengeloia Risiko sebagairnana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:

a. Pengelola risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmatrera
Barat adalah Sekretaris Daerah, Kepala. OPD, Inspektur
dan Carnat yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

b. Fengelola risiko tingkat Sekretariat DaeraLr adala-h
Kepala Bagian di lingkungan Sekretal'ia"t Daerah
Kabupaten Hakna}.era Barat; dan

c. Pengelola- risiko tingkat OPD adalah sehrrl- h Kepala
Unit Kerja di lingkungan OPD, lnspektorat dan
Kecannatan.

(3) Pengelola Risiko sebagaima"na. dimaksud pada qyai (U 
,

bertanggung jawab untuk:
a. rnemfa.silitasi dan rrrengadrninistrasikan proses

identifikasi dan analisis r:isiko dalam register dan peta
risiko;

b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian da-n
pemantauan risiko ssta rrrerr.l-angkannya dalarn rertcarta
tindak pengend"a"l ian ;

c" lnerryelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko
yang terjadi dan melluartgkannya ke dalam laporan
peristiwa risiko; dan

cl. rnelaporkan pelaksanaatl nlanrqjemen risiko kepada Pemilik
Itisiko,

Pasal 1O

{liUnit Ma-najemen Risikc sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7
ayat t2), adalah unit penyelenggara man4iemen risiko yang
ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses manajemen risiko di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

(2) Unit Manqjernen Risiko sebagaitrraraa dirnaksud pada ayat (1),
adalah &kretaris Daerah cq" Bagian Hukum dan Organisasi
S ekreta"riat D aerah Kabup aten Haknahera Barat.

(3) Unit Manajemen Risiko sebagairnana dirnaksud pada qyat (1"),

rnemiliki tugas:
a. memalatau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
l:. rnemantau pelaksanaan rencarra tindak pengendalian;
c" lrrernantaur tinda"k lanjut hasil reviu a.tau audit atas

rrranajefilen risiko;
d - rnernberikan umpala baiik berupa u sulan / rekomendasi perb aikan

pelaksanaan rrranajerren risiko oleh Unit Pernilik Risiko;
e. rnenJrusu,n laporan triwr-rlanan dan tahr-rnan kegiatan

pemantal]ana manajernen risiko ;

t- memberikan sosia"lisasi terkait rnanqjemen risiko kepada



sehrr"i-eh GFm a.t:*-r-r unit kerja di lingkunga:a Fer::eri:rt-ah
Habupaten Halmahera Barat; dan

g" rnernvalidasi usulan risiko baru dari Pemihk Risiko.

Pasal 1 1

(X) Unit Pengawas Intern sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal
7 ayat {3), a"dalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.

{2} Unit Pengawas lrrtern seba.gaimana climaksud pada ayat {1),
bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern
Lreri:a,sis risiko.

(3) Unit Pengawas Intern sebagaimana. dimaksud pada ayat iU,
memiliki tugas:
a. memberika:l keyakinan hrahwa" proses manqjemen risiko

telah sesi-rai dengan Feraturan Er-rpati ini;
b. rnelakukan evaluasi proses rnanajernen risiko;
c. melakukan evaluasi a.tas pelaporan risik*;
d. mela"kukan rer,'iu atas manlljemen risiko; riat:
e" rnemberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara

tepat.

{4i Apabila diperlukarl, Unit Pengawas lntern setragaima::a
dirnaksud pelda qrat {1}, dapat rrrenlberikan:

a. fasilitasi identifikasi risikc da"n evaluasi risikc; danl atan-l

b. saran kepada, pemilik risiko dalarn melakukan respons
risiko.

Bagian Keernpat
Sistem Inforrnasi Manqj emerr Risiko

Fasal 12

( I ) Sistem inlbrrna.si manqjemen risiko sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 4 hurrf c, rnen"rpakan sistern inforrnasi
t.erintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk
rnembantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Manajemen
Risiko, dan Unit Pengawas Interrr dalam proses manajernen
risiko.

{2} Ma"najerrren Risiko di lingkungrrn Pernerintah Kabr-rpaten
Halmahera tsarat dapat dilakukan dengzur sistem informasi
rnanqjerner:. risik* terirategrasi bertrasis aplikasi seba-gairnarra
dimaksud pada aya,t i li.

(3) Sistern informasi man4jemen risiko mbragairnana dimaksud
pada ayat i2), dikelola oleh Unit Manqjemen Risiko.

Pasal 13

Sistern inforrnasi rrranajerrlen risiko seba.gairnana dimaksud
dalarn Pasal 12, dirnanfaatkan urrtuk:



a- filernbarrgun i:rudaya, risiko;
b" rnenjaga" konsistensi penerapan kebijaka.n pengelola
c" rnenjaga kualitas data terkait risiko; rlan
d " rrerrrpercepat proses pelaporan.

Bagian Kelirna
Anggaran Manajemen Risikc>

Pasal 14

( 1) Anggaran manajernen risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d, diperiukan untuk perrerapar: pengelola yang
efektif.

{2} Anggaran pengelola dlialokasikan dan disediakan oleh Pemilik
Risiko.

t3) Aiokasi a"nggaran rnanqjernen risiko sebagairnana- dirnaksrrd
pa"da qyat (2), diguna"kan r-rntuk kegiatan antara lain:
a" ad.rninistrasi proses identifikasi risiko da.n analisis risiko;
b. penyusunarr dan irnplernentasi renca"na tindak pengendalian;

c. adrninistrasi pernantal;an a-ta-s prosespengelola dan
irnplernentasi rencalaa. pengendalian;

d- irrforrnasi dan kornunikasi;
e. koordinasi dan konsultasi;
f. scrsialisa.si, birnbingan da-n pelatihan untuk peningkatan

kornpetensi rnanaj ernen risiko; dan
g" evaluasi terpisa-Lr atas rna.turitas dan efektivitas rnana.jernen

risiko.

BAB III
PTIOSES MAI\IAJEVIEIV RXiIKO

Bagiart Kesatu
Urnurrr

Pasal 15

(1) Proses rnanajernen risiko sebagairnana dimaksud dalarn Pasal
3 huruf Ll, merupakan penerapan keLrijakan, prosedur dan
praktik rnanajernen secara sisternatis.

(21 Proses rnanajelrrell risiko sebagairnana dimaksud pada ryat
( 1) , dilakukan oleh seluruh pernilik risiko di lingkr-ngan
Perrrerinta}. Kabupaten Haknah era Barat-

(3) Proses rnana.jernen risiko sebaga"irnaraa. dirnaksud pada ayat {1),
terdiri atas:
a. penetapan konteks;



tr" identifikasi risiko;
c. anafisis risiko;
d" evaluasi risiko;
e. resporrs risiko,
f- inforrnasi dan kornunikasi; dan
g" pemantauan"
Proses rnanqjerrlerr risiko seLragairnana dirnaksud pada ayat
(3), ditera"pkan dalam sr-atu sikius berkelanjutan.
Setiap sikh-ts sebagaimana dirnaksud pada ayat {3i,
mempunyai periode penerapan selama 1 {satu} tahure.

Proses rnanajemen risiko sebagairrrana dirnaksud pacla
ayat (3), harus rnenjadi bagian yalag terpadu dengam proses
rnanajernerr secara keseluruh.a-r:, r:renyatu clalarn budaya
organisasi, dan disesr-raikan dengan pre:ses bisnis organisasi.

Bagian Kedua
P*netapan Konteks

Pasal 16

(1) Penetapan konteks sebagairnana dima"ksud dalarn Pasal 15 ayat
{3} hurr.f a, rnerupakan proses rnenentukan parameter internal
dan eksterr:al urntuk mengel*la risiko serta merrentukan ruang
lingkup kriteria risiko.

f2) Penetapan konteks sebagaimana dirnaksud pada qyat
diiakukan dengan:

(1),

a. rnengidentifikasi sasaran strategis/prograrrl strategis Fernilik
Risiko;
mengidentifikasi pro ses bisnis Pemilik Risiko ;

rnengidentifikasi pernangku kepentingan;
cl. r,:"erurl:luskan kriteria darnpak dal frekuerrsi; dan
e" rrrerretapkan selera risiko.

Bagran Ketiga
Identifikasi Risiko

Pasal 1 7

Identilikasi risiko sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 15 ayat
(3) huruf b, rnerupakan proses menetapkan risik<1.

Identifikasi risiko sebagairnana dirnaksud pada ayat {1),
dilakukan dengan rrrengidentifikasi dan rnenguraikan sehrruh
hal yang berpotensi risiko baik yarrg berasal, dari faktor internal
r'nanpl-lll eksternal.

{4}

{5}

{5}

b"

(i )

{2)

9



Bagian Keempat
Analisis Risiko

Pasal 18

(1) Analisis risiko sbagairnana dimaksud dalarn Pasa-1 15 ayat (3)
huruf c, rnerr.pakan proses penilaian terhadap risiko yarlg
tela"h teridenti.fikasi dalam rangka unruk menetapkan peta
risiko.

(2) Analisis risiko seLragairnarra dirna.ksud pada ryat ( 1),
dilakukan dengan:
a. rnenetapkarr 1evel risiko;
b" memilah risiko berdasarkan 1er.,e1; dan
c. rnenyusun peta risiko.

Bagian Kelima
trvaluasi Risiko

Pasal 19

{i) Evatuasi risiko sebagaimana dirnaksrrd dalarn Pasai 15 ayat (3}
hurnf d, merupa.kan proses untuk rnenentukan daftar prioritas
risiko.

(2) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
dilakukan dengan mernbandingkan antara peta r:isiko dengan
selera risiko yang telah ditetapkan Pernilik Risiko.

Bagian Keenam
Respons Risiko

Pasal 2O

(i) Respons risiko sel:agairnana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat {3}
huruf e, merupakan proses rnerancang dan menetapkan
rerrcana tin dak pengendalian.

(2) Kegiatan sebagairrrana dirnaksud pada ayat (1), diiakukan
dengan cara:

a" Mengidentifikasi akar penyebatr dari risiko-risiko terpiLih;
b. Menyuslrrr kegiatan pengenda"lian dengan filerrlpertirnLrang

kan a-kar penyebatr risiko;
c. Menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan

pihak yang melaksamakan kegiatan pengendalian;

d.l\{enjadwalkan penanganan risiko Cengan urutan watr<tu
berdasarkan peringkat 1eve1 risiko; dan

e. Melakukan taksiran terhadap leve1 risiko (treated risk / nilai
risiko jika direspons) setelah rnernpertimbangkan kegiatan
pengendalian "

10



i1)

t?j

Bagian Ketujuh
Inforrnasi dan Kornunikasi

Pasal 2 1

Informasi dan komunikasi sebagairna"na dirnaksud dalam Pasal
15 ayat (3) kruruf f , merupakan proses penyediaan dan
pemanfaatan sarana korm unikasi unt"r-r.k menr,rnj ang pelaksanaarr
manajemen risiko.
Lnf<rrrrasi dan kornunikasi sel:agairnana dirnaksud pada ayat {1},
dilakukan dengan cara:

a. rapat berkaia.;
b. dialog risiko;
c. penggurraan sistem informasi; dan/ atau
d. pelaporan berkala.

Bagian Kedelapan
Pernantamarr

Pasa,L 22

( 1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat t3)
huruf &, rnenrpakan proses perlgawasan yang dilakukan
secara terus-merrerus untuk mernastikan setiap proses
rnanaj ernen risiko telah dilaksanakan.

{2) Pernantauan s,ebagairnana dirnaksrrd pada ryat
Ci lakurkan dengarr cara-:

( 1),

a. Mert-rasijkan penerap*r: ma-trqjerre* risika betj*"lan #cfira efektif
sesuai dengan rerrcana; dal

b. folemberikan umsan i:alik bagi pen3refilpl-l"irrraaiL t:roses manajenien
risiko.

BAB TV

KETEITTUAII PENUTUP

Pasal 23

Pedornan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 sampa-i dengan Pasal 22, tercantum dalam Lampiran yang
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24
Pada saat Peratural Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Halrnahera Bara.t Nornar 19.A Ta"hun 202}. tentang Pedoman
Penilaiarr Risiko pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat, dicaLut dan dinyatakan tida,l< berlakr-i.

3.L



Hasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pa"da tanggai diundangkan.
Agar setia,p CIrang rnengetahuinya, rrrernerinta}.kan Pengunclangan
Peratr.-rran Bupati ini denga.n penernpatannya dalarn Berita Da-eratr
Kabupa.ten Haknahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal J 2023

BUPATI H BARAT,

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal Januari 2423

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATtrN HALMAHERA BARAT

Drs. MUH#a{MAD SYAHRIL ABDURRAJAK, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2423 NOMOR

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JASON PAS
NIP I97 I 200604 1 00q

lnspektur Daerah

Kabag Hukum dan Organisasi
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Hasa-1 25

Peraturan Bupati ini rnutrai berlakil pa.da tanggal diund"angkan.

Agar setiap orarrg rnengetahr;inya, rrlerrrerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan perrernpatannya dalam Berita Daera-h
Kabupaten Halmal.era Barat.

Ditetapkan di Jailalo
pada tanggal 2J ari 2423

BUPATI BARAT,

JAMES UAITG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 7 Januarr 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHtrRA EARAT

Drs. MUH %""R* a*srr*R-*r**, sn.si

BERTTA *AERAH KABUI}ATHN HALI\{AHERA BARAT TAHUN 2*23 Nilh.TOR T

Sesuai dengan salinan aslie3ia
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

30728 200604 I 009
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A.

LAMPIRAhI
PERATURAN BUPAT'I }-IALMAHSRA BARAT

NoMoR 1 taHux zczg
TENTANG PE}OMAN MANAJEMEI\{ RISIKO

DI LINCKUNCAN PEMERINTAH KABUPATEN

TIALMAHERA BARAT

PEDOMAN TIA.IIAJEMEI{ RISIKO

DI LII{GKUI'IGAIT PTUilERII{TAII IIABUPATEIIT HALIUAEIERA BARAT

BAB I
PTIIDAHI'LUA![

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendaiian inter* Pemerintah menga$lanatkan seluruh

Iiementerian/Lembaga eLan Pemerintah ilaerah untuk uren-yelenggarakan

Sistem Pengendalian lntern Fen:erintai: {SFIP}" SPIF adala}r Sistem

Pengendalian Intern ),ang cliselenggarakan secara menyeluruh di

lingkungan Pemerintah I{abupaten Halmahera Barat -yang bertujuan

untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainl.a tu.jr-ran

penS,elenggaraan pernerintahan meialui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-und"angan. Penyeienggaraan SPIP secara uiuh juga

menggambarkan proses penerapan Manajemen Risiko.

Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, pimpinan/manajemen

menerapkan Manajemen Risiko untuk memperoleh keyakinan bahrrya

hambatan yang mungkin timLrul daiam rangka pencapaian tujuan telah

dikelola dengan baik pada tingkatan ]'ang dapat diterima.

ts" Definisi Manajemen Risiko

Perubahan lingkungan internai dan eksternal organisasi yang

sernakin pesat dan kompleks mengharuskan manajemen untuk

rnenerapkan mana.jemen rlsiko.Organisasi harus mengel"ola risiko yang

akan dihadapinya secara logis, sistematis, terstruktur, dan

terdokumentasi dengan baik. Hal ini dilakukan untuk melindungi



organisasi dari risiko yang menghamirat pencapaian tujuan dan berbagai

haI yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi.

Banyak definisi atau pengertian yang diberikan oieh para ahli mengenai

risiko sesuai dengan disiplin keilntuan dan lingktrp keahiiannya,

sebagaimana terlihat pada Tabel 1 . 1.

Tabel 1.1 " Definisi Risiko dari Berbagai Sumber

Sumber

Kamus Besar Bahasa
Indonesia

Risiko adalah akibat yang kuran5
menyenangkan (rnerugikan
memkrahayakan) dari suatu perbuatar
atau tindakan.

Peraturan Pemerintah
Nomor 60Tahun 2008
tentang Sistem
Pengendalian intern
Pemerintah

Risiko adalah suatu kejadian yan$
mr-rngkin terjadi dan apabila terjadi akar
memberikan dampak negatif pade
pencapaian tujuan instansi

Badan Sertifikasi
Manajemen Risika {20S?)

Risiko adaiah peluang terjadinl'e
trencana, kerugian atau hasil 3.ang buruk
Risiko terkait d,engan situasi clirnane
hasil negatif dapat terjadi dan tiesar
kecilnya kemungkinan terjadin3ra hasi
tersebut dapat dii:erkirakan.

Australia Standards/ New
ZealarudStandards
(AS/NZS) (200e)

Risiko adalah peluang terjadinya sesuatt
yang akan berdampak pada pencapaiar
tujuan. Risiko diukur dalam besarar
kansekuensi dan kemungkinar
terjadinva.

Cammittee of Spansorirzg
Organizafion (COSO)

Risiko adalah kemungkinan terjadinl'r
sebuah euent yang dapat mempengaruh
pencapaian sasaran entitas.

The International
Organizatian for
Standardization (ISO)
3 1000

Risiko adalah efek dari ketidakpastian
terhadappencapaiarl sasaran organisasi.

Dari definisi-elefinisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmaltera Barat

mendefinisikan risiko sebagai kernungkinan terjadinya suatu peristiwa,

J-ang membanva akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi.



Risiko harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan

manajemen risiko. Definisi hrlanajemen Risiko dari berbagai sun:ber ctapat

diiihat pada Tabel i.2.

Tabel 1.2. Definisi Manajemen Risiko dari Berbagai Sumber

$tF't*li{t$$1,}ffi
Kamus Besar
Bahasaindonesia

Manajemen Risiko adalah upaya untuk
niengurangi dampak dari unsur ketidakpastian

ASINzS (200e) Manajemen Risiko adalah
struktur )'ang diarahkan
potensi peluang dan akibat

buda.va, proses, dar
menr-rju manajemer

secara efektif.

ERM COSO {2004} Manajemen Risiko adalah proses ]'ang dipengaruh
oleh Board. of Directors, manajemen dan persone
lain dalam entitas, diaplikasikan pade
pembentukan strategi dan pada seluruh bagiar
perusahaan, dirancang untuk mengicientifikas
kejadian potensial -1,ang dapat mempengaruh
entitas, dan mengelola risika seiaras dengar
seiera risiko (dsk appetite) entitas, untuk

menyediakan jaminan _yang wajar terhadatr
pencapaian

rso 31000 (2018) Manajemen Risiko adalah aktivitas-aktivitar
terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangke
mengelola dan mengontrol sebuah organisas
terkait dengan risiko

Dari definisi-definisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian kegiatan

terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang

berpotensi fi1engancafi1 keberlangsurlgan dan petrcapaian tujuan

organisasi.

Peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi

lingkungan yal1g cepat berubah, mengembangkan tata keiola

pemerintahan yang baik, mengoptimalkan penyusunan manajemen

strategis, mengamankan surrber daya dan aset yang dimiliki organisasi,

dan mengurangi pengamtriian keputusan yang reaktif dari manajemen

puncak sehingga pada akhirnl,'a dapat mengefektifkan upa],a pencapaian

tujuan organisasi.



Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara efektif dan u,ajar dapat

memberikan manfaat bagi suatu organisasi, antara lain:

a. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas

organisasi, 1'-aitu dengan cara memberikan dasar pen-vusunan

rencana strategis seLragai hasil dari pertimbangan yang terstruktur
terhadap risiko kunci.

b. meningkatkan akuntabilitas organisasi dengan mengubah pandangan

terhadap risiko menjadi lebih terbuka. PeruLrahan pandangan ini
memungkinkan organisasi belajar dari kesalahan rflasa iaiunSra

untuk terus memperbaiki kinerjan3ra.

c. meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan

dengan meningkai.kan fokus dalam melaksanakan kebijakan-

kebijakannya sehingga dapat meminimalkan 'gangguan*gangguan

yang tidak dikehendaki.

d. meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan dengan

mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kepada pemangku

kepentingan (sfakeholder), sehingga meningkatkan kualitas dan nilai
organisasi.

C, Prinsip Manajemen Risiko
Prinsip Manajemen Risiko bertujuan menciptakan dan melindnngi nilai
organisasi melaiui:

1" Prinsip terintegrasi

Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari semua aktivitas

organisasi.

Z. Prinsip terstruktur dan komprehensif

Pendekatanterstrukturdan komprehensif terhadap Manajemen Risiko

berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur.

3. Prinsip disesuaikan

Proses Manajemen Risiko disesuaikan dan proporsional dengan

konteks eksternal dan internal organisasi yang trerkaitan dengan

sasarannva.
4



4. Prinsip inklusif

Hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan Manajemen Risiko

terinformasi.

5. Prinsip dinamis:

Manajemen Risiko mengantisipasi, mendeteksi, rnengakui, dan

menanggapi perubahan dan peristivo'a terseLrut secara sesuai dan

tepat rnaktu.

6. Prinsip ketersediaan informasi terbaik

Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan segala bahasan

dan ketidakpastian yang Lrerkaitan dengan informasi dan harapan

tersebut. Informasi sebaiknya tepat rnaktu, jeIas, dan tersedia bagi

pemangku kepentingan yang relevan.

v, Prinsip faktor manusia dan Lrudaya

Memperhitungkan faktor perilaku dan budaya manusia secara

signifikan yang dapat mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko

pada semua tingkat dan tahap.

B. Prinsip perLraikan berkelanjutan

Manajemen Risiko diperLraiki secara berkelanjutan meialui

pengalaman.

a. Maksud

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan

Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat.

b" Tujuan

Manajemen Risiko ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan

kinerja;

b. mendorong manajemen yang proaktif;

c. memberikan dasar _vang kuat dalam pengambilan keputusan dan



perencanaan;

d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber

daya organisasi;

e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan;

f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan

g. meningkatkan ketahanan organisasi.

c. Manfaat

Manlaat Manajemen i{isiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halmahera Barat rneliputi:

a. meningkatkan kualitas perencanaan. kinerja, dan efektivitas

pemerintah daerah:

b. meningkatkan akuntabilitas pernerintah daerah;

c. meningkatkan rnutul informasi untuk pengambilan keputusan; dan

d. meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan.

d. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi infrastruktur dan proses

manajemenrisiko di lingkungall Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat.

e, Dasar Hukurn

1. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan LemLraran Negara

Republik Indonesia Nomor a890);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2421

tentang Ferubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan da:r Susunan Perangkat Daerah Katlupaten

Halmahera Barat:

3. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2421 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10



Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Haimahera Barat;

f. Metodologi Penyusunan

Metode pellyusunan Peraturan Bupati ini dengair men'),empurnakan

langkah kerja dari rlimusan atau aturan yans telah ada terkait

manajemen risiko sesuai dengan ketatalaksanaanfproses bisnis kegiatan

OPD atau Unit Kerja rli lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat"

g. Sistematika Pedoman Teknis

Peraturan Bupati ini disusun daiam empat bab 1,"ang terdiri dari:

BAE 1 Per-ldahuluan i:erisi Latar Belakaug, Definisi clan Prinsip

Manajemen Risiko, Maksud dan Tujuan, Manfaat, Rr-rang

Lingkup, Dasar Hukum, Metodologi Penyusunan, clan

Sistematika Peraturan.

BAB II Infrastruktur Manajemen Risiko berisi Budaya Risiko, Struktur
Manajemen Risiko, Sistem lnformasi Manajemen Risiko dan

Anggaran Manajemen Risiko.

BAB III Proses Manajemen Risik* herisi Penetapan }ionteks. Icientifikasi

Risika, Anaiisis Risikc, Evai:-rasi Risiko, Respcns Risik*,

infarr:rasi dan ltamu nikasi, clan Feman tauafl .

BAB iV Fenutup memuat pesan khusus tentang penggunaan Peraturan

Bupati ini.



BAB II
IIYFRASTIIUKTUR MAIYAJEMEN RISIKO

Infrastruktur Manajernen Risiko adalah prasarana yang diperlukan

untuk memulai pekedaan Manajemen Risiko, yenS meliputi prasarana lunak

{non-fisik) dan prasarana keras {fisik} yang terdiri dari Budaya Risiko,

Struktur Manajemen Risiko, Sistem lnformasi Manajemen Risiko, dan

Anggaran Manajemen Risiko.

A" Budaya Risiko
Budaya risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan

dan pemahaman tentang risiko, -yang dimiliki bersama oleh sekelompok

orang dengan tujuan yang sama. Pentingnya budaya risika didasarkan

bahna setiap organisasi selalu mengharlapi berbagai macam faktor baik

internal maupun eksternai yang memengaruhi ketidakpastian dalam

pencapaian tujuan -yang dinamakan risikc. Risiko timbul, berubah atau

hilang sesuai dengan perubahan konteks organisasi baik internal maupun

eksternal. Sifat risiko -yang dinamis tersebut semakin terasa pada era

revolusi industri -yang terjadi saat ini.

Setiap organisasi heri*ik* terpapar oieh ir:siden-insiCeil r/ang dapat

meme*garuhi pencapaian tujua::, :,'e*g bahkan beli-ri:: p*i-nah.

ierl:ayangkar: sellelu-ifin.,,a. Dalam hai ini, pf;rarr tel<nr:l*gi daiam

r:nenyebarkan iniormasi menjadi sangat krusiai. iika *e-heli:mnya

kebutuhan organisasi unh":k beradaptasi dan mempertahankan ei<sistensi

merupakan kebutuhan ],'&flg iCentik dengan sektor privat, maka di era

sekarang ini, sektor pubiik, terutarna pemerintahan juga terpe"par risik*
yang sama. Suatu negara bisa bangkrut dan suatu organisasi nirlahra bisa

dibubarkan karena hilangnya kepercayaan dari publik.

Hal tersebut dapat dihindari jika organisasi memiliki buda3ra risiko

yang telah terbangun dengan baik. Organisasi akan iebih rrlampu

memhuat kepuiusan pengambilan risiko -yang lebih efektif dan

menguntungkan. Dengan demikian, tujuan organisasi akan dapat dicapai

dengan efektif pula.

Upa3ra pemi:angunan budaya risiko merupakan proses perubahan

B



clari buda5,a risiko saat ini yang perlu diperi:aiki ke tingkat yang

diinginkan. Budaya risiko yangunggul ciirvujuCkan dalam bentuk:

1. komitmen pimpinan;

Z. pengintegrasian manajemen insiden ke daiam Manajemen Risiko;

3. pengintegrasian Manajemen Risiko dalarn proses bisnis organisasi;

4. penyampaian inforrnasi yang berkelanjutan mengenai risiko;

5. tersedian-1ra program peiatihan &,Ianajemen Risiko untuk seluruh

pegawai.

6. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumtrer da3,-a untuk penanganaxl

risiko;

T. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh organisasi

danfataupegawai; dan

B. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam

pengamkrilan keputusan.

Pembangunarl buda3.a risiko dilaksanakan melalui tahapan:

a, peningkaian kesadaran berbuda-va risiko;

b. manajernen perubahan budaSra risiko organisasi: dan

r. pen.vempllrnaan budaya risiko organisasi.

B. Struktur Manajernen Risiko

Pentingnya membangun struktur manajemen risiko, yaitu untuk

memastikan sinergi antar personel pacla seml-la tingkatan di Pemerintah

Kabupaten Halmahera Barat secara proaktif memberikan perspektif

tengkap tentang paparan risiko dan peluang serta manajemen risiko.

Struktur Manajemen Risikc Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

menggunakan konsep tiga lini {three lines model}, yang terdiri dari Pemiiik

Risiko setiagai lini pertama, Unit Manajemen Risiko {Risk Ma,nagement

Uniti sebagai lini keCua, serta Unit Fenga\4ras Intern sebagai 1ir:i ketiga.

Struktur Manajemen Risiko Pemerintah KaLrupaten Halmahera Earat

dapat dilihat pada gambar berikut:

I



Bagan 2.1
Struktur Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten t{almahera Baral-

LINII 1 LINI 2 LINI 3

Berdasarkan struktur tersebut, fungsi lini pertama rliperankan oieh

Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko. Lalu fungsi lini kedua diambil oieh

Unit Manajemen Risiko sedangkan fungsi lini ketiga diperankan oleh Unit

Pengawas Intern. Adapun hubungan ketiga unsur terselrut cialam struktur

organisasi manajemen risiko aclaiah sebagai berikut:

1. Lini Pertama

Dari perspektif lini pertama, struktur manajemen risiko Pemerintah

Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 3 level Pemiiik Risiko yaitu

tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, tingkat Sekretariat

Daerah dan tingkat OPD. Pemilik Risiko merupakan Bupati, Sekretaris

Daerah, Kepala OPD, inspektur dan Camat yang bertanggung jarvab

untuk melakukan manajemen risiko di lingkup ker:jan-va.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pemiiik Risikc akan diirantu oleh

Pengelola Risiko.,{dapun penjelasannva sebagai berik-rt:

10



a. Pemilik Risilco

1. Pemiiik Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
adalahBupati

?. Pemilik Risiko tingkat Sekreteriai Daerah

Pemilik Risiko pada tingkat Sekretariat Daera]"i adalah
Sekretaris Daerah.

3. Pemilik Risik* tingkat OFI)

Pemilik Risiko pada tingkat OPD adalah Kepala CFD dai-t
Inspektur sertaCamat.

Tanggung jarvatr Pemilik Risiko aciaiah:

1j memastikan risil<o telah diidentifikasi, diniiai, rlikeioia. cian
riipantau;

?) menentukan tingkat seiera risiko -yang tepat;

3) mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian
kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan
pelaksanaatr rencana tindak pengendalian; dan

4) menyalxpaikan iaporan manajemen risiko -yang disusun

Pengelola Risiko kepada Bupati temtrusan ke Unit Manajemen

Risiko.

b. Pengelola Risiko

1. Pengelola Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat

Pengeloia risiko tingkat Femerintah KaLrupaten Halmahera

Barat menjadi tanggr-rng jarnab Sekretaris Daerah, seluruh

Kepala OPD, inspektr-rr dan Camat yang dikaordinasikan otreh

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam

pelaksanaan tugasnya-, Pengelola Risiko tingkat Pemerintah

Kai:upaten Halmahera Barat dapat diba-:rtu oieh Tirn Teknis

Pengeioia Risika tii:gkat Pemerintah Kabupaten Halmahera.

Barat yallg diteiapkanaieh Sel<retaris Daerair.

2. Pengelola Risiko tingkat Sekretariat Daerah

Pengelola risiko tingkat Sekretariat Daerah menjadi tanggung

jarvab seiuruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah

yang dikoordinasikan oleh Kepaia Bagian Tata Pemerintahan

Sekretariat ilaerah.
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3. Pengelola Risiko tingkat OpD

Pengelola risiko tingkat OPD menjadi tanggung:'awab seluruh
Kepala Un{t Kerja di lingkungan OpD, Inspektorat dan

Kecamatan yang dikoordinasikan oleh sekretaris
OPD.lSekretaris InspektoratlSeicretaris Camat pada masing-

masing Unit Kerja.

Tanggung jau'ab Pengelola Risika adalah:

1l memfasilitasi dan mengadrninistrasikan proses identifikasi dan

analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;

2) mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan

risiko serta meriuangkannl.;i dalam Rencana Tindak

Pengendalian {RTPi;

3l menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risik<l yang

terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko;

dan

4l melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik

Risiko.

Tanggung jawab Kocrdinator Tingkat Pengel*}a Risiko acialah .

Memfasilitasi dan r:aengadministrasikan iaporan pelaksanaan

manajemen risiko 3'ang disr-:sun Fengelola Risikc dan dikirimkan
kepada Per:rilik Risiko;

2. tini Kedua

Unit Manajemen Risiko yang berperan sebagai lini kedua dalam struktur
manajernen risiko cli lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten

Halmahera Barat adalah Sekretaris Daerah cq. Bagian Hukum rian

O::ganisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Adapun tugas Unit Manajemen Risiko tersebut adalah:

i. mernantau penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian;

2. memantau peiaksailaan Rencana Tindak Pengendalian;

3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen

risiko;
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4. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan

pelaksanaanmanajemen risiko oleh unit Pernilik Risiko;

5. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan

mar:ajex;en risii,;*;

6. mer:r.berikan *csiaii:**-*i ter-keit= r::anajeme:-r isik* kepada seluii:i:

CF* atar-: unit kerja di tingkr:r:gan Pe:iierjntah Kai:upat*=:r

i{ali:iahera Eai-al; ri*"n

7. memvalidasi usulan risiko baru dad unit Femilik Risik*.

3" Li*i Ketiga

Unit Pengawas Intern -?-ang }:erperan selragai lini ketiga dalar:e taiaran

struktur manajemen risiko Femerintah Kabupaten Halmahera Barat

adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat. Unit Pengalvas Inlern

berianggung jaruab d,alam rangka kegiatan perrgawasa* interr: berbasi*

risiko"

Adapun tugas Unit Fengawas Intern tersebut adalah:

i. memberikan keyakinan bahrn a proses manajemen risiko telah sesuai

dengan Peraturan Bupati ini;

2. melakukan evaluasi proses manajemen risiko;

3. meiakukan evaluasi atas pelaporan risiko;

4. melakukan reviu atas manajemen risiko; dan

5. memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat.

Apabila diperlukan. Unit Fengar.vas Intern dapat melakukan hal-hal

sebagai berikut:

a. memfasilitasi identifikasi risiko dan evaluasi risiko;

h. memberikan saran kepada manajemen dalam meiakukan respons

risiko.

Uraian Struktur Grganisasi Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah

KaLrupaten Haimahera Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Halmahera Barat tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada

Pemerintah KaLrupaten Halmahera Barat.



C. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Katrupaten F{almahera

Barat dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi yang

dikelola oleh Unit Manajemen Risiko" Dengan adanya sistem informasi ini,

diharapkan seluruh informasi terkait dengan risiko dan keluaran {outpztt}

setiap proses manajemen risiko pada Pemerintah Kabupaten Hairnahera

Barat dapat terdokumentasikan secara konsisten dan aman.

Manfaat Sistem Infor-n:asi Manajemen Risiko at:tara lain:

a. Vlembangun trudaya risiko

Buda_va risiko )'ang kohesif tidak akan bisa- dikemlrangkan jika rnasih

terdapat batasan-batasan antar unit dalam organisasi. Dengan

adanya aplikasi manajemen risiko. para pengelola akan mempun-vai

akses langsung ke para pimpinan (perniiik risiko). Dengan dernikian,

diharapkan pimpinan akan dapat menjunjung tinggi kesaclaran atas

manajernen risiko, dan para pegawai akan cenderung mengiktrti dan

memiliki nilai-nilai 1,ang sama.

b. Menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko

Penggunaan aplikasi dalam manajemen risiko berguna untuk

memastikan bahu,a semua proses manajemen risiko telah

dilaksanakan. Penggunaan aplikasi juga menjamin keseragaman

format dokumen yang dihasilkan dari setiap proses. Selain itu,

pembagian peran untuk para pengguna aplikasi manajemen risiko

mertrpakan batasan tanggung jawab yang jelas sesuai clengan

kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Mer{aga kualitas data terkait risiko

Easis data risiko disimpan di sen)er rnilik Pemerintah Kal:i-rpaten

Halmahera Barat sehingga keamanan lebih terjamin. Basis d"ata

tersebut dapat digunakan oleh sistem/aplikasi lain di Pemerintah

Kabupaten Halmahera Barat sehingga data terkait risiko dapat

tersedia setiap saat untuk pengamLrilan keputusall.

d. Mengurangi lamanya waktu peiaporan n:ulai dari penyusunarl sarnpai

dengan penyampaian iaporan.
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Dokumen dalam i:entuk hardcopy maupun saficopg (yang berupa ple-

file terpisah) bersifat statis karena hanya disimpan oleh orang-orang

tertentu saja, sehingga dapat mempersuiit pengumpulan, analisis,

dan pelaporan data. Dengan adanya dukungan aplikasi, proses

pelaporan manajemen risiko akan lebih cepat karena teiah

terotomatisasi dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data.

Agar dapat memenuhi manfaat tersebut, Sistem Informasi Manajemen

Risiko harusmempunlrai kemampuan sebagai berikut:

1. Mencatat rincian risiko, pengendaiian, dan prioritasnya, serta dapat

menunjukkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketiga jenis

catatan tersebut.

?. Mencatat respons risiko dan sumber daya .vang diLrutuhkan untuk

memitigasirisiko.

3. Mencatai rincian perisiirna risika yang menimbulkan kerugian bagi

organisasi, serta pelajaran yang dapat diambii dari peristiina risiko

tersebut.

4. Merunut {tracking} akuntabilitas risiko dan akuntabilitas

pengendaiian.

5, Merunut proses dan mencatat penyelesaian kegiatan respons risiko.

6, Memantau l-:emajuai: pelaksanaan Manajernen Risiiso rlan

meml:andingkan <lengan rencana yang telah ditetapkan.

7, h,{emberii;an penggerak itrigger} untuk kegiatan pemantauan

imonitoingJ dan pemberian ke1,-akinan i assu ra nce) .

I), Anggaran Manajemen Risiko

Daiam manajemen risiko memerlukan dukungan dana untuk

pelaksanaan yang efektif. oleh karena itu seluruh lini yang terkait dengarr

Struktur Manajemen Risiko harus mengalokasikan clan menyediakan

anggaran Manajemen Risiko .vang digunakan untuk:

b. administrasi dan kegiatan proses manajemen risiko;

c. kegiatan koor:dinasi dan konsultasi;

15



d. sosialisasi, Lrimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi

manajemenrisiko; dan

e. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas manajemen risiko.

Adapun anggaran tersebut dalam pelaksanaannlra membutuhkan

komponen biays antara lain sebagai trerikut:

1. Biaya honor pegawai, biaya konsumsi rapat dan narasumber untuk

kegiatan rapat, sosialjsasi, dan Foats Group Discr*ssion {FGD}.

Z. Bia-va a-lat tulis kantor untuk menunjang aclministrasi seluruh

kegiatan"

3. Biaya pembelian dan pemeliharaan aset tetap seperti komputer selver

untuk aplikasi manajemen risiko, sebagai sarana penunjang.

4. Bia5ra se\lra ruang untuk kegiatan rapat besar seperti acara forum

daerah terkait pembahasan manajemen risiko.

5. Biaya perjalanan Cinas l:erupa uang harian, Lria},a transportasi dar:

akomodasi untuk kegiatan sosialisasi dan pemantauan oleh Unit

Manajemen Risiko dan Unit Penganvas Intern.

Anggaran tersebut terintegrasi dalarn anggaran rutin pada masing-masing

Pemilik Risiko"
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BAB III
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan

praktik manajemen yang secara sistematis atas aktivitas penetapan konteks,

identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, pemantallari,

serta informasi dan komunikasi. Proses manajemen risiko dilakukan oleh

selurukr jajaran manajemen dan segenap pegawai di Pemerintah l{ai:upaten

Haimahera Barat _yang merupakan bagian terpadu dengan manajemen secara

keseluruhan, khususnya SPIP, perencanaan strategis, manajemen kinerja,

dan penganggaran.

Keterkaitan antar proses manajemen risiko di iingkungan Pem.erintah

Kabupaten Halmahera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan secat:a rinci

diuraikan sebagai berikut:"

Gambar 3,L, Keterkaitan Antar Proses lvlanajernen Risiko

A. Penetapan Konteks

Penetapan konteks adalah proses menentukan batasall, parameter

internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko serta

menentukan ruang lingkup kriteria risiko dalam manajemen risiko.

Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan kanteksltujuan

Pemiiik Risiko yang jeias dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau
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kebijakan tnaupun operasional. Untuk me-yakinkan bahrna semua risiko

signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau

aktivitas instansi yang ditelaah.

Tujuan penetapan konteks adalah:

1. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis Pemilik Risiko

yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Haimahera Barat:

z. mengidentifikasi dengan proses bisnis Pemilik Risiko;

3. mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak di dalam

dan di luar unit Pemilik Risiko .vang terlibat dalam prases bisnis

Pemilik Risiko;

4. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi peristirva risiko -,ang

bertujuan untuk mengungkapkan dan meniiai sifat dan kompleksitas

dari risiko: dan

5. rnenetapkan setrera risiko"

Pada dasarnya, penetapan tujuan merupakan inti dari Penetapan

Konteks. Dalam penetapan tujuan, Pemilik Risiko harus mempunyai unsur

kriteria keberhasiian atau indikator kinerja kunci sebagai dasar

pengukuran atau kriteria evaluasi pencapaian tujuan dan juga digunakan

untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak atau konsekuensi risiko

yang clapat mengganggu tujuan Pemiiik Risiko. Tahapan/proses Penetapan

Konteks dilakukan/dituangkan oleh Pengelola Risiko ke dalam Lampiran

Pedoman Nomor 1 sampai dengan Lampiran Pedoman Nomor 4 yang

meliputi:

1. Identifikasi identitas Pemilik Risiko

Identifikasi mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan

Pengelola Risiko.

Z. Penentuan periode penerapan manajemen risiko

Periode penerapan manajemen risiko merupakan kurun rn'aktu

penerapan manajemen risiko.

3. Identifikasi sasaran strategis danf atau program
1B



5.

Penetapan sasaran strategis danlatau program strategis Pernilik Risiko

dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Pemilik

Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam

kontrak kinerja dan/atau programlproyek/kegiatan -v-ang

direncanakan/ dilaksanakan Pemilik Risiko.

4. Identifikasi proses bisnis

Proses bisnis Pemilik Risiko mengacu kepada peraturan terkait struktur

organisasi dan tata kerja {SOTK), standar pelayanan, serta peraturan

teknis lainnya yang berhubungan dengan proses bisnis pemilik risiko.

Iclentifikasi pemangku kepentingan

Identifikasi mencakup daftar dan deskripsi pihak internai danfatau

eksternal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang berinteraksi

dan berkepentingan terhadap keiuaran/hasil {output} rlanf atau

manfaat {outcome) Pemi}ik Risiko.

Penetapan selera risiko

Selera risiko adalah ambang batas besaran levei risiko !'ang irerada

dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan

pengendaiian. Selera risiko ditetapkan oleh masing masing Femiiik

Risiko. Selera risiko -vang ditetapkan oleh Pemiiik Risika tingkat

Sekretariat Daerah dan OPD tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko

tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Bupatii.

Penetapan kriteria risiko

Kriteria risiko adaiah parameter atau ukuran, baik seca-ra kuantitatif

rna.upun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level

kemungkinan terjadinya risiko dan ievel darnpak atas suatu risika.

Kriteria risiko rnencakup kriteria level kemungkir:an

(probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria levei dampak

risiko, dengan ketentuan sebagaimana dalam Lampiran Pedoman

Nomor 2.

Kriteria kemur:gkinan adalah ukuran besarnS.a peiuang atau frekuensi

suatn risiko akan terjadi. Sedangkan kriteria dampak aclalah ukuran

6.
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Lresar keciinya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjaclinl,a

suatu risiko"

Kriteria risiko ditetapkan oleh Pemilik Risiko tingkat Pemerintah

Kabupaten Haimahera Barat,\rang q.ajib dijadikan acuan oieh Pengeioia

Risiko dalam melakukan analisis risiko.

Penetapan matriks analisis risiko

Matriks analisis risiko ilampiran Pedoman Nomor 3) merupakan

matriks hasil kombinasi besaran level kernr-rngkinan dan 1evel dampak

yang menunjukkan tingkatan besaran levei risiko ],ang bertujuan

sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh

Pemilik Risiko.

B. Identifikasi Risiko

ldentifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan,

mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdarrpak

negatif terhaclap pencapaian tujuan. Proses tersebut rrrenghasiikan suatu

daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi

membau,a dampak negatif terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah

diidentifikasi dalam penetapan konteks.

Tujuan melakukan identifikasi risiko adalah mengidentifikasi dan

nlenguraikan seluruh risiko ].ang berasal baik dari faktor internal maupun

eksternal. Hasil identifikasi risiko digunakan seLragai:

1. bahan manajemen untuk memeringkat risiko-risiko yang memerlukan

perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penangailan

segera atau tidak memerlukan tinCakan iebih lanjut: dan

2. bahan manqjemen dalam rangka mendapatkan su-atu masukan atau

rekomendasi untuk menyakinkan bahrna trrriapat nsiko-risiko yar:g

menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola ciengan efektif"

Dalam meiakukan identifikasi risiko, dipe::lukan pemahaman sebagai

berikut:

1, Kejadian risiko merupakan pernyataan kondisional atas peristiu.a/

keadaan yang berpotensi menggagaikan, meriunda, menghambat atau
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tidak mengoptircalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Kejadian

risik* dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan nanllln terjadi;"'aitu

kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan.

2. Namun demikian, kejadian risiko bnkan merupakan negasi

{berlar.vanan} dari sasaran / tuj uan organi sasi.

3. Dampak risiko merupakan akiJ:at langsung yang timbul dan dirasakan

setelah risiko terjadi.

4. Identifikasi risika dilakukan terhadap Pemilik Risiko baik tingkat

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maupun tingkat Sekretariat

Daerah dan tingkat CPD -yang dibantu oleh Pengelola Risiko di setiap

Pemilik Risiko.

Proses/tahapan dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

1. Setelah disetujuin_va Dokumen Rencana Strategis/Perjanjian

Kinerja/Penetapan Kinerja, Pengelola Risiko melakukan identifikasi

risiko terhadap sasaran/programfkegiatan dokumen terseLrut pada

awal tahun dengan mernpertiml:angkan Prosedur Baku Pelaksanaan

Kegiatan {SOP}.

Z. Ruang lingku-p identifikasi risiko harus sesuai dengan Penetapan

Konteks sekragaimana l,ampiran Fectaman Non:or 1.

3" identifikasi risiko dilakr-rkan dengan kategori risiko sebagaimana

terdapat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kategori Resiko

it:ijl:l,

itl!;iil

1. Risiko Kebijakan Risiko yang berkaitan dengan
ketidaktepatan perumusan dan
penetapan kebijakan internal maupun
eksternal Femerintah Kabupaten
F{almahera Barat.

21

No



2 Risiko Bencana Risiko yang herkaitan dengan potensi
terjadinya peristirva atau rangkaian
peristirva yang mengarrcam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, hraik oleh
faktor aiam dan/atau faktor nonalam
maupun faktor manusia.

a Risiko Fraud Risiko yang berkaitan dengan perbuatan

"vang 
mengandung unsur

kesengajaan, niat, menguntungkan diri
sendiri atau orang iain, penipuan,
pen3.embunyian atau penggelaP&n, dan
penyalahgunaan kepercayaan !'ang
bertujuan untuk memperoieh
keuntungan secara tidak sah yang dapat
Lrerupa uarlg? baranglharta. jasa, dan
tidak membaS'ar jasa, yang dilakukan
oleh satu individu atau lebih di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat.

4 Risiko
Kepatuhan ketidakpatuhan

Halmahera Barat
peraturan
kesepakatan
ketentuan lain

Pemerintah Kabupaten
atau unitkerja terhadap

perundang-undangan,
internasional, atau

Risiko yang berkaitan dengan

Yang berlaku.

5 Risiko
Operasional

Risiko yang berkaitan dengan tidak
berfungsinya proses bisnis Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat, sistem
informasi, atau keselamatan kerja
individu.

6 Risiko
Pemangku
Kepentingan

Risiko -yang berkaitan dengan pola
hubungan afltara Pemerintah Kalrupaten
Halmahera Barat dengan pemangku
kepentingan {Stakeholde.s} dan/atau
antar unit kerja di Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat.

4. Identifikasi risiko dilakukan pada Pemilik Risiko tingkat Pemerintah

Kabupaten Halmahera Barat, tingkat Sekretariat Daerah, dan tingkat

OPD dengan ketentuan sebagai berikut:

i1. Ti.ngka-t Pemer:intah Kai::-rpaten Halmal:et'a Earat

Berdasarka.n pe:reiapail k*r:.teks Pemiiik Ri*ikr: tingkat Fe*rerintal:

K.abupaten HatrmaLrera E*.rat, ide*tifikasi risik* dilakuka-n dengan
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cara menariklmelihat risiko-risiko signifikan/prioritas dari register

risiko pemilik Risiko tingkat

Sekretariat Daerah dan tingkat OPD yang dijadikan bahan diskusi

oleh Pengelola Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat -yang dibantu Tirn Teknis Pengelola Risiko tingkat Pemerintah

Kabupater: Halmahera Barat dalam menentukanlmerumu*kan

risiko-risiko Pemerir:tah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam hal ini

yang disebut dengan risiko signifikan/prioritas adalah risiko yang

berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian

sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat atau

risiko yang memiliki level risiko yang melekat {inherent nsk) di atas

selera risiko Bupati.

b. Tingkat Sekretarlat Daerah

Berdasarkan penetapan konteks Pemilik Risiko tingkat Sekretariat

Daerah, identifikasi risiko diiakukan terhadap seluruh kegiatan

(populasi) yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

c. Tingkat OPD

Berdasarkar: pe;retapai-i k*ntek* Perxilik Hjsrka lev*i tir:gka*r- ']PL:,

id*ntifikasi dilakuksn terhaelap selurrih kegiata'n {p*puiasii 3'ar-rg

telaii eiitetapkan CIleh Kepala GF* atau inspek-iur atair Camat.

S. Risiko-risiko 5,.ang telah teridentifikasi harus diberikan kode risiko.

6. Teknik identifikasi risiko juga d"apat dilakukan melaiui pertimbangar"r

Pendapat Ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu risiko {tidak

harus menarik risiko-risiko unit kerja yang satu atau dua level di

bawahnya), misalnya para pegawai y-ang telah memiliki sertifikasi

keahiian manajemen risiko.

T. Pengelola Risiko rnenuangkan hasil identifikasi risiko sebagaimana

Lampiran Pedoman Nomor 4.

B. Jika terdapat risiko baru yang muncul dikarenakan adan.va perubahan

pada aspek tertentu di Pemilik Risiko, maka jumlah risiko harus

ditambah pada register risiko triwulan berikutnva. Jika terjadi



pergantian Pemilik Risiko, risiko pada register risiko tidak boleh

dihapus.

9. Pengelola risiko mengidentiiikasi risiko yang mungkin terjadi, referensi

bisa menggunakan contoh risika sebagairnana teriampir daiam

Lampiran Pedornan contoh Risiko dengan memperhatikan kategori

risiko yang telah ada.

10. Risiko yang terid.entilikasi bukan merupakan kalimat negasi dari target

dalam Perjanjian Kinerja. Sebagai inforrnasi, target tidak tercapai

(negasi dari target) disebabkan karena risiko yang terjadi. Sehingga

risiko yang teridentifikasi adalah penyebab target tidak

tercapai,rproses bisnis tidak terlaksana dengan baik.

C. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko -vang telah

teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan

besaran dampaknl'a untuk menetapkan level risiko. Level atau status

risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan {frekuensi atau

probabilitas kemunculan] clan dampak (besaran efeki, jika risiko ter-jadi.

Level ::isika disajikan dalam bent:-rk rnatrjks analisis risik*.

Ar:aiisis risika tlertujuai: untuk memilal: risiko 1:errl-asar"kan ie''.*?

guna pen:-usunan peta risjko rlengan riiempertiml,;angkail pengendalian

yang sudah berjalan. Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan

{probab'ilitas} dan dampak dari risiko. Risiko yang i:erdampak rendah

sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan

kelengkapan analisis risiko.

Ivielah-ii analisis risiko, Pemilik Risiko dapat menentukan prioritas

risiko yang perlu ditangani dengan kegiatan pengendalian.

Proses/tahapan analisis risiko yang dilakukan oleh Pengeloia Risiko

sei:agai berikut:

t) Fengelola Risiko rnendapatkan hasil identifikasi risiko sebagaimana

Lampiran Pedoman Nomor 4 untuk dilakukan analisis risiko.

2) Pengeloia Risiko rnelakukan penilaian terhadap estimasi levei

kemungkinan dan dampak yang kriterianya sesuai Lampiran Pedoman
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Nomor 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Risiko yang melekat {Inherent friski

Risiko inlterent adalah risiko yang melekat pada proses bisnis.

Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak

risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur

potensi kerugian rrraksimal jika risiko terjadi. Estimasi dilakukan

tanpa mempertimbangkan kontrol/pengendalian vang ada.

bl Risiko residu setelah pengendalian yang ada {ResidttaL Risk)

Risiko residu adalah risiko yang tersisa" seteLah manqjeneen

rnengambil tindakan untuk mengurangi darnpak dan
kernungkinan suatu peristiwa yang memungkinkan atau
risiko yang melekat pada proses bisnis dengan

rrrernperhatikan pengendali an terpasang"

Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak

risiko dengan mengukur peluang terjadinl.,a risiko dan mengukur

potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Bstimasi dilakukan

dengan mempertimbangkan pengendalian _yang ada {existing

**ntrofi. *-:ika pengend*lian i:eiu:n aria ai.au ada nartrur: *ianggap

tidak memadai, maka besaraa level risiko y'r*3ig r-selekai tidak dapa-r

t*i-urr ateu clengan kata iair: beearan 1e.;*1 risik* ::esiriu serelah

pengendalian yang ada sama dengan besaran ievel risiko yang

melekat. Pengendalian yang ada juga merupakan kegiatan

pengendalian J-ang teiah diimplementasikan pada perioCe

sebelumnya.

Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data risiko yang

terjadi pada tahun setrelumnya. Apabila risiko yang diidentifikasi tidak
memiliki data historis terkait f::ekuensi kejadian risiko pada tahun

sebelumnya, maka estimasi level kemr-rngkinan dan dampak dapat

diiakukan dengan menggunakan metode lain misalnya teknik
perkiraan (aprolcsinrasil. pendapat ahli, konsensus atau pemungutan

suara aleh pihak _yar:g bericepentingan terhaclap risikc atau proses

krisnisn3,a. Apabila dalam satu ri*iko memiliki lebih dari satu dampak,



maka estimasi terhadap dampak diambil aclalah dampak yang

tertinggi.

3) Pengelola Risiko menentukan besaran level risiko dengan cara

mengombinasikan iperpotongan,/koordinati antara ievel kemungkinan

dan dampak dsiko sesuai matriks analisis risiko selragairnana

Lampiran Pedoman Namor 3.

4) Menuangkan hasil airalisis risiko sebagaimana Lampiran Pedoman

Nomor 5.

D" Evaluasi Risiko

Evaiuasi risiko adaiah proses untuk menentukan prioritas risiko,

dengan membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses

analisis risiko dengan selera risiko 3'ang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Evaluasi risiko bertujuan untuk membantu proses pengambilan

keputusan berdasarkan hasii dari analisis risiko. Proses -yang ada dalam

evaluasi risiko akan menentukan risiko mana saja yang rnembutuhkan

kegiatan pengendaiian khusus dan bagaimana prioritas kegiatan

pengendaliannya. Hasil rlari evaluasi risiko adaiah daftar prioritas risikcr

berdasarkan informasi ]'ang telah diperoleh dari hasii identifikasi risiko

dan analisis risiko serta pertimbangan selera risiko yang kemudian akan

menjadi masukan bagi proses penentuan rencana tindak lanjut {kegiatan

pengendalian). Proses/tahapan evaluasi risiko adalah sebagai berikut:

aJ Dari hasil analisis risiko, Pengelola Risiko melakukan pemeringkatan

terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu tinggi diletakkan

di urutan awal.

hl Dari hasil pemeringkatan risiko residu, Pengelola Risiko

mempertimbangkan level selera risiko yang telah ditetapkan pada

tahap penetapan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] Selera risik<i merupakan besaran levei risiko yang berada dalam

area penerimaan risiko dan tidak perlu clilakukan kegiatan

pengendalian.

[2J Risiko yang ievel risikc residu di atas selera risiko r4,'ajib dilakukan
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kegiatan pengendalian untuk menurur:kan besaran leve1 risikonya

sepanjang sumber daya -yang dimiliki organisasi atau unit kerja

rnemadai dan efisien.

c) Pengelola Risiko memiliLr risiko-risiko .vang niiai risiko residu cii atas

selera risiko untuk diprioritaskan dalam rencana kegiatan

pengendalian sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 6.

dl Pengelola Risiko membuat peta risiko atas daftar risiko prioritas

sebagaimana Larnpira* Pedoman Nomor 7.

Peta risiko aclalah garnbaran tentang seiuruh risiko yang din3,'atakan

dengan tingkat/ievei masing-masing risiko. Sedangkan yang dimaksud

levei risiko adalah tingkatan risiko yang terdiri atas lima tingkatan

yang meiiputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

E. R.espons Risiko

Respons risiko ber:tujuan memfokuskan perhatian Pemilik Risiko

pada kegiatan pengendalian yang diperlukan telah terjadu.al dan tepat

selaras dengan akar penlrebab. Respons risiko y-ang dilaksanakan

manajemen dilakukan dengan cara rnelakukan kegiatan pengendalian

terhadap risjka- risika terpilih {hasil evaluasi risiko/ Lampiran Pedoman

Nomor 6) yakni menurunkan 1evel probabilitas danlatau ).evel dampak

hingga mencapai level risiko yang dapat diterirna {di bawah Selera Risiko}

melalui kegiatan pengenrlalian.

Langkah kegiatan pengendal.ian meliputi pengidentifikasian opsi

untuk menangani risiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana

respons risiko dan mengimplementasikan rencana respollls risiko"

Proses/tahapan respons risiko adalah sebagai berikut:

a" Pengelola Risiko dapat rrrelakukan iCentifikasi *,*rhadap akar pen3.ebal:

u*tuk rnengetahui penvekraLr utama risikr rlaelali:-i met*eie RCA i??o*r

Cc.usr Anr;lysislAnal.isis Akar futasalahi sebagaima::a L"ainpirari

Fedomar: Nr:m*:: L Pe*3'el:ab ritarn"a risikc 3,-aitu i5ti4+EXl ter<1iri dan

Orang {Marz!, Dar:a {fu{oneg}, Metode {Met?za$, Bahan {&fateria$, Mesin

{Aiac?zine}, dan Eksternal.

Atas pen_v--ebab risiko 1'ang teridentifikasi dilakukan aktivitas
1'I



pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan/meminimalisir

dampak (satu risiko bisa diberikan lebih dari satu RTP, setiap RTP

diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan atau meminimalisir

dampak).

kr. Pengelola Risiko menuangkan kegiatan pengendaiian terhadap

risiko-risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian

sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 9 " Kegiatan pengendalian

yang dirancang harus relevan clengan akar penyebab dan sesuai

dengan sub unsur SPIP.

Kegiatan pengendaHan yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan

merupakan pengendalian internal _yang sudah dilaksanakan dan

bukan merupakan bagian dari SOP yang beriaku karena hai tersebut

sudah menjadi pengendalian yang ada. Pemilihan kegiatan

pengendalian mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai

tambah.

Pengelola Risiko menentukan indikator terlaksananya kegiatan

pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian.

Pengelola Risik* merencarrakan jadi,t'al pelaksanaan kegiatan

pengendalian. Target rvaktu pelaksanaan realisasi kegiatan

pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhaciap risik* )'ang

levelny'a lebih tinggi.

Pengelola Risiko melakukan taksiran terhadap level risiko {treated

risk/ nilai nsileo ji.ka diresponi setelah mempertimbangkan kegiatan

pengendalian. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara mengestimasi

leve1 kemungkinan dan dampak risiko. Level kemungkinan

merupakan peluang terjadinl,s .i*i*o dalam satu tahun, sedangkan

level dampak risiko lnerupakan potensi kerugian maksimal jika risiko

terjadi. Risiko trected adalah nilai risiko yang

diharapkan/diestimasikan dengan RTP 3,ang akan dilakukan.

Kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan

dimasukkan/berubah menjadi pengendalian yang ada untuk proses

analisis risiko periode berikutnS'a.

c.

d.

e.
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F. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penga\,{,'asan yang dilakukan seca-ra terus

menerus untuk memastikan setiap proses manajemen risiko berfungsi

sebagaimana mestinl,-a.

Tahapan ini bertujuan untuk mernastikan bahwa penerapan

manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan

memberikan umpan balik bagi penyempurrlaari proses manajemen risiko.

Pemantauan dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko,

dan Penga\trras Intern dengan penjeiasan sebagai berikut:

a. Pengelola Risiko

Pemantauan )'ang dilakukan oleh Pengelola Risiko dilakukan minimal

setiaptriwuian, yang terdiri atas:

1l Pemantauan terhad.ap realisasi kegiatan pengenclalian

Pengelola Risiko memastikan apakah kegiatan pengendalian

berjalan dengan kraik tanpa hambatan. Segera setelah kegiatan

pengendalian seiesai dilaksanakan, Pengeiotra Risiko menuangkan

hasil pemantauan daiam Lampiran Pedornan Nomor 10.

2) Pemantauan terhadap peristiu,a risiko

Segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko

(seluruhlpopulasi risiko yang teridentilikasi sebagaimana Lampiran

Pedoman Nomor 4) tersebut dan menaksir dampaknya" Pengeioia

Risiko juga rnencari penyebab aktual terjadinya risiko. Pengelola

Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Lampiran Pedoman

Nomor 11.

3l Pemantauan terhadap

pengendalian.

1evel risiko aktual dan efektivitas

Pada akhir tahun, Pengelola Risiko melakukan penilaian efektivitas

pengendalian atas seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi

sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 4 dengan cara

membandingkan nilai/1evei risiko aktual dengan nilai/levei
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taksiran terhadap 1eve1 risiko. Level risiko aktual diperoleh dari

melakukan penilaian risiko berdasarkan pemantauan terhadap

peristiwa risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 11. Jika

nilaillevel risiko aktual iebih besar daripada nilai/levei taksiran

terhad,ap level risika berarti kegiatan pengendaiian tidak efektif

menurunkan levei risiko aiau kegiatan pengenclalian Lrelum

diimpiementasikan, sehingga Manajemen Risiko harus

menambahlmengganti pengendalian untuk tahun berikutnya atau

mengimplementasikan kegiatan pengendalian yang belum

dijalankan" Pengek:la Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam

Lampiran Pedoman Nomor 12.

b. Unit Manajemen Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko setiap

triwulan, yang terdiri atas:

1l Reviu terhadap usuian Pengelola Risiko atas risiko baru

Bila terclapat perubahan tringkungan, kebijakan, dan kondisi sosial

memLruat daftar risiko tiriak mutakhir. Pengeloia Risiko sew.aktu-

tvaktu dapat n'iengusulkan risiko kepada Unit i\{anajemen F-isiko

untuk direviu sehingga dapat dijadikan risiko yang tericlentifikasi

oleh Fengeloia Risiko. Unii lVlanajemen Risiko meriuangkan hasil

reviu usulan sei:agaimana Lampiran Pedoman Nomor 13.

2) Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian

Setiap triwuLan, Unit Manajemen Risiko melaksanakan

pemantauan terhadap kegiatan pengendalian yang Lrelum

dilaksanakan oleh Pemilik Risiko dan mernberikan umpan balik

atas kendaia pelaksanaan {hambatan} peiaksanaan kegiatan

pengendalian. Umpan balik {feedback) bisa saja berupa usulan dari

Unit Nlanajemen Risiko misainya melaksanakan alternatif kegiatan

pengendalian yang lebih mudah, efisien, dan praktis untuk

dijalankan oleh manajemen. Unit Manajernen Risiko menuangkan

hasil pemantauansebagaimana Lampiran Pedoman Nomor I4.

3) Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian



Setiap akhir tahun, Unit Manajemen Risiko melaksanakan

pemantauan terhadap risiko-risiko yang 1evel risiko aktualn3ra

belum turun ke levei yang dapat diterima {selera risiko) atau

dengan kata lain level risiko aktual yang lebih tinggi dibandingkan

dengan taksiran terhadap level risiko. Unit Manajemen Risiko juga

memberikan umpan balik herupa alternatif kegiatan pengendalian

yang lebih mudah dan praktis untuk drjalankan manajemen eian

irraffiFu irflenurunkarr levei ri*ik* ke tir:gkat _vang dapat rJlteri:aa.

Unit &{anajem*r: Ei*iko m*r:uaagka-a hasi} pen':antai:an

s*i:agaimana Larnpiran Feei*man Fi*rn*r I5.

c. Unit Pengarvas intern

Unit Pengarvas Intern memastikan trahu,a pelaksanaan manajernen

risiko berjalan secara efektif meialui fungsi pengawasan (pemberian

keyakinan dan konsultansi) dengan melakukan pengalvasan intern

berbasis risiko J-ang tata caranya diatur dalam Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pengau'asan Intern Berbasis Risiko.

Inspektorat sebagai Unit Pengarvas Intern, bertanggung jarvab

memberikan penga\&'asan dan konsultasi terkait penerapan

manajemen ri*iks. Dalam melaksanakan tanggung jawabn-va.

Inspektorat melakukan kegiatan antara Lain:

1) Memberikan layanan konsultasi penerapan manajemen risiko pada

OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

Z) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas

manajemen risiko dalam pen3re1engga1"aa11 iugas dan fungsi OFD di

lingkungan Femerintah Kabupates Hairaahera Barai;

3j Melaksanaka-n kegiatan reviu ilan evalu*si terhariap rancal:g

bangun serta impiementasi manajemen risiko secara keseiuruiram.

G. Informasi dan Komunihasi

Informasi dan Komunikasi {Infokom} merupakan unsur ke-empat

SPIP -vang membantu manajemen dalarn memastikan bahwa pengendalian

yang dirancang atas setiap risiko teiah dikomunikasikan dengan pihak-

pihak terkait sehingga pengendaiian tersebut dapat terimplementasi
a1JT



secara lebih cepat dan efektif. Dalam seiuruh proses manajemen risiko

terdapat proses infokom. Bentuk infokom antara lain rapat berkala, dialog

risiko, penggunaan sistem inforrnasi dan pelaporan berkala.

Rapat brerkala dilakukan pada saat melaksanakan prCIses

manajemen risikcl. Seclangkan dialog risiko dapat di1al<ukan setiap saat

dan tidak terbatas oleh kegiatan formal. Penggunaan sistem informasi

membantu menclokumer:tasikan ha*il rapat berkatra dan dialog risiko

untuk d"igunakan dalam rangka implementasi manajemen risiko.

Pelaporan berkala dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit

Manajemen Risiko, dan Unit Penganvas Intern kepada pihak yang

berkepentingan dengan ketentuan sei:agai berikut:

1. Setiap triiaruian Pengel*la Risiko raenJi'usun laporan pen3;eienggaraan

manajemen risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 16 yang

diperuntukkan kepada Pemiiik Risiko {untuk pengelola risiko tingkat

Pemerintah Kabupaten Halrnahera Barat disusun oleh Tim Teknis

Pengeloia Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

berdasarkan laporan pengelcla/pemilik risiko tingkat Sekretariat

Daerah dan tingkat OPD -1,aitu atas risiko yang berdampak langsung

rnalrpun tjdak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis

Pemerintah Kabrupaten Halmahera Barat atau risiko yang rnemiliki

leve1 risiko yang meiekat {inherent nsk) di atas selera risiko Bupati).

Pada akhir tahun Pengeiola Risiko juga menliLrsun lapcran tahunan

mengenai efektivitas penvelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana

Lampiran Pedoman Nornor 17. Pemilik Risiko tingkat Sekretariat

Daerah dan tingkat OPD menemtruskan/mengirirnkan laporan

tri'uvuianan dan tahunan tersebut melalui Surat Pengantar Laporan

Manajemen Risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 18 yang

ditandat.angani Pemilik Risiko kepada Bupati Halmahera Barat

{tembusan ke Unit Manajemen Risiko Sekretaris Daerah c.q Kepala

Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kahupaten

Haimahera Barat].

2. Setiap triwulan Unit Manajemen Risiko nlenyusun laporan kegiatan

pemantauan rnanajemen risiko sebagaimana Lampiran Pedoman

3/.



Nomor 19 l,ang disahkan/ditandatangani Sekretaris Daerah. Laporan

tersebut dikirimkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada seluruh

OPD dan inspektorat. Pada akhir tahun Unit Manajemen Risiko juga

menyusun laporan tahunan yang juga merupakan la-poran trirvr"rlan IV

mengenai efektivitas penyeienggaraan manajemen risiko sebagaimana

Lampiran Pedoman Nomor 20.

3. Unit Pengawas Intern membuat iaporan pengar4,,asan intern berbasis

risiko sesuai kebr-rtuhan sebagaimar:a Peraturan Bupati tentang

Pedoman Pengarvasan intern Berbasis Risiko.
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BAB IV
PET{UTUP

Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pendoman Manajemen Risiko

merupakan acuan dalarn penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan diharapkan dapat

diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing-

rnasing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

3+



Lampiran Pedoman Nomor 1

FOR.MULIR PENETAPAN KONTEKS MANA'EMEN RISIKO

Nama Pemilik Risika : diisi tlenyl*r't ft&ma

Femilik Alrsi&o Jabatan Pen:ilik Risiko: diisi deng*n jabatan

F em i li k Risij<oD ikoordinasikan ci ch :

Nama : d;lsr dengan namil yang rnengkoordinir

jabatan : eliisi dengan fabata ycng mengkoort{inir

Periode Penerapan : diisi dengan periade Mangiemen }irsiko

L. Sasaran Strategis /Program Pernilik Risiko

1. ..,.......sudah 1e{*s....,............... ..........srdafi jeIas......... "........

Z. ..........dan seterusnya. ,.,.......dan seterusny*.

'2. Proses Bisnis Pemilik Risiko

3. Ilaftar Pemangku Kepentingan

Keterangan

1. diisi dengan pihak y*ng rnenjadi
pemangku kepen ting *n bai k
internal m aupun eksternal

isi dengan deskripsi pemangku kepentingan
d*lsm huhunganny* dengan penccpa ian

s{tsaran unit Pernilik filsiko dolttm
hubungannya dengcn pencapaian sasaron

Z. .......dan seterusnya. .........dan seterusnya........

4" Selera Risiko

{rliisi Selera liisiko Pemilik Rrsiko serta penjelasannya. Selera risiko yang ditetapkan
oleh Pernilik Risika tingkat Sekretari{st Daerah Kabupaten Halmahera Bcrot dsn
tingkat APD ildak melebihi selera risiko Pemilik llisiko tingk*tPemerintah Kabupaten
llalmGhers Barat)

No

1. ..... "...suda h jeias......... ",,....... ...sudah jekts...,....... "..

2. .........da n seterusnyc . .........d* n seterusnya .

?7
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Lampir:i* Ped*tnan i{*m*r 2

KI-llTERiA KEMUNilKINAN DAN DAIi{PAK'IERIADINYA RISIK0

A, KRITERI.A KEMLTNfiKiNAN

trl:ll
ijjl!:i".11;,,iiall

Persentase

dalam l tahun

Hampir tidak
terjadi [1]

0o/r:<x(5olo
sangat jarang:

< 2 kali
1 kejadian dalam

5 tahun terakhir

Jarang terjadi [2J 5olo<x<1}o/o
jarang:

2 kali s.d. 5 kaii

1 kejadian dalam

4 tahun terakhir

Kadang terjadi [3] 10%<x<20%
cukup sering;

6 s.d. 9 kali
1 kejadian dalam

3 tahun terakhir

Sering terjadi [4i Itla/a<xs50%
sering:

10 kali s.d. 12 kali

l kejadian dalam

2 tahun terakhir

Hampir pasti
terjadi (5J 50%<x<100%

sangat sering:

> 12 kali
1 kejadian dalam

1 tahun terakhir

Keterangan:

L. Untuk menilai tingkat terjarlinya fievel kemungkinanfirekuensiJ, diserahkan

kepada Pengelola Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan

di masa yang akan datang di unit kerja.

2. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya

[jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitasftransaksiJ atau jumlah berapa

kali [frekuensiJ dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalarn hal kejadian risiko

toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang

waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alarn, dan

kebakaran gedung, maka Pengelol;r Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian

toleransi rendah sebagain:ana tabel cli ettas.
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Lampiran Pedornan Nomor 3

MATRIKS ANALISIS RISIKO

31

Matriks Analisis
Risiko 5 x 5

Harnpir
pasti

terjadi

1. 2 3 4 5

I 15 1B 23 25

6 11
IL t6 19 24

4 10 14 77 22

) 11 13 21

1 3 3 I ?{)
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PE'TA RISIKO

B. Level Risiko

Keterangan :

Pengelcla Risikr: membubuhkan si:r,bai @ada Bagran Peta

nrerupal<an skor risiko residu setelah penger.rdalian yang

frekuensr dan dampakj

Lampiran Pedoman Nomor 7

hurr,rf A l,,ang

ada perp0t0ngan

Level Risiko Besaran Risikc lYarna

Sangat Tinggi [5J 20 s,ri 25 li{era}r

Tinggi {4,} 16 s.d 19 Oranye

Sedang [3] 12 s.rl 15 Kuning

Rendah [2) 6 s.d L1 Hljau

Sangat Rendah [1) 1s.d5 Biru

J5

A. Peta

Matriks Anaiisis
Risiko 5 x 5 1 2 3 4 5

5 I 15 .1S,. Z3 Z5

4 1Z ?4

3 L4 '1'7 ', 22

Z 1a
-L ,t l5 21

1 1 ltJ
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Lampiran Pedoman Nomor 16

I-APORAN TRIIA/UT,ANAN PENCELOLA RISII{O

....,BERISI KOP SURAT OPD...,

Nomor :

Hal :

Larnpiran :

Yth. ..." {Diisin{tntct Kepcla OPD) ....
di.". i.{irlsi ns.nxt KuhuStaten} ...

.....diis i t* ngg a1.....

Berdasarkan Peraturan Bripati Haimahera Barat Nomor ... Tahu* 2*'22 tentang Perl*man

&tanajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kai:upaten Halrnairera Barat, dengan ini kami

sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan .....[diisi nama unit

kerja O PDJ..... triwulan ....

tahun...... dengan uraian sebagai berikut:

L. Dasar Penugasan

Surat Tugas....[diisi Kepala OPD).... Nomor..... Tanggal hal penylrsunan laporan

penSzeienggaraan Manajernen Risiko di lingkringan {diisi nama unit kerja OPDI.....

[riwulan ..... tahun .....

2. Tujuar-r Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai

implenientasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik llisiko dan melaporkan

hal-hal yang melnbutuhkan solusi/rekomendasi dalam rangka mencapai tuiuan

Pemilik Risiko.

3. Ruar-i*u i-ingkup Pen*gasan

Kegiatan pemantauan r:anaj*men risiko di lingkungan .....{diisi nama unit keria

ApD,].."." dilakuka* terhadap kejaciian risiko dan kegiaian pengendalian 1{ang

dilaksanakan sampai denqan triwulan ...... tahun ......

4" Hasil Pemantauan Manaiemelr Risiko sampai dengan Triwulan .... Tahun ..... sebagai

berikut:

a. ldentifikasi Risiko

t++



fumlah risiko 3,ang telah teridentifikasi sebanyak .". risiko [Populasi Risiko). Daftar

risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. [Daftar risiko

rnerlgacil pada L,an.:piran Fedonran i*iJ

b. |umiah usula* risil.;o sebi:n3'ak ................risiko yarig telah diusulka* kepada Unit

Ivla*ajemen Risika. Daftar usulan risik* sei:agal berilcut:

c. Analisis Risiko

1. Jumlah risiko yang belum ada existing cantroi sebanyak ...... risiko atau..."...Yn

dari jumlah/populasi nsiko.

?. Jumlah risiko yang sudah ada exlsting control namun helum memadai {niasih

berada cii atas selera risikc] sebanyak ... risiko atau ...,,.Yo dari jumlah/popuiasi

risiko. Daltar anaiisis risiko dapat clilihat pada Lampiran ?. fDalftar risiko

prioritas mengacu pada l,artrpiran Pedouran iniJ

d. Evaluasi Risiko

]urnlah risiko ,rrang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko {...% dari "..

risiko). Daftar risiko prioritas dapat dilihat pada Lampiran 3. [Daftar risiko

prioritas mengacll pada Lan-rpiran Pedoman iniJ

e. Kegiatanpengendalian

1l ]umlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan ....

sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat

dilihat pada Lampiran 4. [Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada

Lampiran Pedoman ini)

") 
Jumlah kegiaLan pengendalian yang telah tereaiisasi sarnpai dengan triwulan

.,... sebanyak ... atau ...Yo dari ... kegiatan pengendalian.

3) Kegiatan pengendaiian yang teiah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak .".

yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

4) Daftar kegiatan pengendaiian yang belurn terealisasi sebanyak ... atau .".Y0 r{ari

kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendaiian dapat

rlilihat pada Larnpiran 5. fllaftar realisasi kegiatanpengendalian mengacu pada

Lampiran Ped*marr iniJ.

f. Pemantauan Keterjadian Risiko

ffi
1"

Z,

dst"

tr



Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan tri'"vulan ..... sebanyak .",

kejadian. Daftar pemantauan kelerjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6.

[Daftar kejadian risiko mengacu pada Larnpiran Pedoman iniJ

Demikian kami saurpaikan. Atas perhatian dan perkenaannya, kami ucapkan

terima kasih.

]abatan Pengelola Risiko,

ttd dan cap

Nama Pengelola Risikq
NIP
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Lampiran Pedoman Nomor 17

LAPORAN TAHUNAN PENGELOI,A RISIKO

BERISI KOP SURAT OPD

.....diisi tanggal.....
Nomor
ilal
Lampiran

Yth...." [Diisi nama Kepaia OPD] ..".

di... [Diisi nama Kabupatenl ...

Berdasarkan Peraturatr Br-lpati lialmahera Barat Nomor ... Tahun 2AZZ bntang

Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,

dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manaiemen Risiko di lingkungan

,."."[diisi narna unit kerja OPD]..... talrun,."... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas "... [diisi Kepala OPD] .... Nomor ."... 'Ianggal hal penyusunan laporan

penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan....... [diisi nama unit kerja OPD].....

tahun.....

Z. Tujuan Penugaan

Kegiatan penyusunan iaporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan

sebagai implementasi fi-rngsi kamunikasi dan pemantauan cleh Femilik Risiko dan

melaporkan hal-hal yang rnembutuhkan solusi/rr.komendasi daiam rangka mencapai

tujuan Pemilik Risiko.

3. Ruang Lingkup Fenugasan

Kegiatan pe*rantaitan manaietnen nsiko di lingkLugan fdiisi narna unit kerja CI)*]

dl}akukan terhariap kejadiar: risiko dan kegiatan pengendalian yang diiaksanakau

sampai dengan triwulan iV tahun ......

1, Hasil Pemantauan Manaiemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun

sebagai berikut:

a. Identifikasi Risikr:

]umlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (P*pulasi RisikoJ. Daftar

risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. [Daftar risiko

Inengacu pada Larnpiran Pedoman ini)

4"7



b. Jumlah usulan risiko sebanyak ......... risiko yang telah diusulkan kepada Unit

Manalemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

c. Analisis Risiko

a. Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak ... risiko atau ....... a/a

dari jurnlah/populasi risiko.

b. |umlah risiko yang sudah ada existing control narnun belum memadai [rnasih

berada di atas seiera risikoJ sebanyak risiko atau o/o dari

jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2.

[Daftar risil<o prioritas mengacu pada Lampiran Pedoman inil

d" Evaluasi Risiko

|umlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak....... risiko t.......o/o dari

........ risiko]. Daftar risiko prioritas dapat dilihat pada Lampiran 3. [Daftar risiko

prioritas rneilgacu pada l,ampiran Ped*man ini]

e. Kegiatan Pengendalian

1l Jumlah kegiatan pengendalian ]rang direncanakan sampai dengan triwulan lV

sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapaI

diiihat pada Lampiran 4. [Daftar kegiatan pengendaiian mengacu pada

Lampiran Pedornan ini]

2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwuian

IV sebanyak .." atau ......% dari ... kegiatan pengendalian.

3l Kegiatan pengendaiian yang telair dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ...

yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

4) Daftar kegiatan pengendaiian yang belum tereaiisasi sebanyak ... atau ...% dari

kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat

dilihat pada Lampiran 5. [Daftar realisasi kegiatanpengendalian mengacu pada

Lampiran Pedornan in i).

t. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ."....

kejadian. Daftar pemantauan keterjadiari risiko dapat diiihat pada Lampiran 6

[Daftar kejadian risiko mengacu pada Lampiran Pedoman ini)

g. Pemilik risiko menetapkan selera risiko sebesar Berdasarkan hasil pemantauan

',tlt

1t.

2.

dst"
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dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IY, jumlah risiko yang berhasil

turun ke level yang dapat diterima sebanyak risiko [mengacu pada Lampiran

Pedoman ini) atau dari total risiko yang teridentifikasi.

h. Jumlah risiko yang tidak Lrerhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak

.........., risiko [mengacu pada Lampiran Pedoman ini] atau persen dari total risiko

yang teridentifikasi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaannya, kami ucapkan terima kasih

]abatan Pengelcla Risiko

Tanda tangan dan cap

Nanra Pengelola Risiko
Nin_ _r'
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Lampiran Pedornan Nomor 1B

SURAT PENGAI{TAR DARI PEMILIK RISIKO ATAS LAPORAN TRIWULANAN/TAHUNAN
OPD

BERISI KOP SUI{AT BP}.

Nomor : 
""'diisi tanggal""'

Hal :

Lampiran :

Yth. .... (Diisi Bupati Flalmahera BaratJ ....

di.". [Diisi nama KabupatenJ ...

Berdasarkan Peraturatr tsupati Halmahera Barat Nomor ... Tahun 2A22 bntang Pedonran

Manaiemen Risiko di i,ingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini

kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan .....[diisi

nama unit kerja OPD]..... triwulan I tahun...... sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaannya, kami ucapkan terima

kasih.

Jabatan Kepala OPD,

tdt dan cap

Nama Kenala OPD
Nip................

T+mbusan:
Sekretaris Daerah cq. iiepala Bagian Hukurn dan Organisasi Sekretariat Dae rah Kabupaten
Halmahera Barat selaku Unit Manalemen Risiko

50



Lampiran Fedoman Narnor 19

LAPORAN TRIWULAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

BERISI KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

.,...diisi tanggal.....
Non"tor
I{al
Lampiran

Ytll. .... [Diisi Bupati Halmaher"a Bar-atJ ....

di... [Diisi nama KabupatenJ .."

Berdasarkan Peraturan Bupati Hairnahera Barat Nomor ... Tahun 2A22 tentang Pedoman

Manaiemen Risiko di l,ingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini kami

sampaikan laporan pemantauan at::s penyelenggaraan Manajen,en Risiko pada seluruh

Pengelola Risikc di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat trivvulan .... tahun....".

dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas....lciiisi r-liisi Sekretaris lJaerahJ.,.. Nomor ..^.. Tanggal hal penyusunan

laporan pemantaiian atas penyelenggaraan Manajeinen Risiko pada seluruh Pengelola

Risiko di lingkungan Pemerintal"r Kabupaten Halmahera Barat..,.. triwulan ..... tahun .....

'2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan aLls penyelenggaraan Manajemen ltrisiko

bertujuan iinttik memberikan umpan balik kepada Femilik Risiko yang memerlukan

solusi/rekomendasi datr melaporkan hal- hal yang niembutuhkan solusi/rekomendasi

dalam rangka mencapai tujuatrFemilik U.isiko.

1. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan manajemen risiko diiakukan terhadap 1 fsatu] Pengelola Risiko

tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Pengelola Risiko tingkat

Sekretaris Daerair, dan ..... Pengelola Risiko tingkat OPD cii lingkungan Pemerintah

Kabupaten Halmahera Barat pada triwulan ...... tahun ......

Z. Hasil Pemantauitn Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan lV Tahun ..... sebagai

berikut;

lumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risika
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Jumlah usulan risikoftambahan yang teridentifikasi sebanyak ...... risiko. Daftar usulan

risiko sebagai berikut:

No. Peruilik
Risiko

l

1,.

2

dst.

a. fumlah risiko yang berada di atas selera risiko seban3rak.......... risiko f% dari .......,.

risikoJ.

b. Daftar Pengendalian yang ada

1- Jumlah risiko yang belum ada pengendaiian sebanyak ................risiko atau ...........a/o

dari jumlah risiko.

2. Jumlah risiko yang suclah ada pengendalian yang ada nantun belum mernadai

sebanyak .... risiko atau 0/o dari jumlah risiko.

c. Jumiah kegiatan pengenclalian yang direncanakan sampai dengan triwulan ....

sebanyak.... kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang

telah terealisasi sebanyak .... atau a/a dari..... kegiatan pengendalian.

d. ]urnlah kejadian risiko yarlg muncul sampai dengan triwulan sebanyak

kejadian.

Demikian kami sampaikan. Atas pelhatian dan perkenaannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Halmahera Barat

ttd dan cap

Nama Sekretaris Daerah
NIP

Teinbusan:
1.. Seluruh Kepala OPD

2. Inspektur Kabupaten Halmahera Ilarat
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Lampiran Pedoman Nomor 20

[.APORAN TAHiJNAN {-INiT MANAIEMEN RISIKO

.,BERISI KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH.,

.....diisi tanggal.....
Ncmor i

Hal :

l,ampiran r

Yth. .... [Diisi Bupati Halmahera BaratJ ..".

di... [Diisi nama KabupatenJ ...

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ... Tahun ZA'ZL te*tang Pedoman

Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini kami

sampiiikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada seluruh

Pengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun...... dengan

urerian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas .........^" [diisi Sekretaris Daerah)" Ncmor 'l'anggal hal

penyusunan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen li.isiko pada

seluruh Pengelola Risik* di lingkungan Pemerintah Kabupaten l{almahera Barat

tahun..........

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan iaporan pemantauan dan efeklivitas penyelenggaraan

Pengeiolaan Risiko beftujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pengelola

Risiko dalam mengelola risiko.

3. Ruang Liugkup Penugasan

Kegiatan ini dilakukan terhailap seluruh Fengelcria Risiko heserta risiko dan kegiatan

pengendaliannya yang dilal<sanakan seiama tahun .........

1. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan 'friwulan IV Tahun ^.... sebargai

i:erikri:

a. iumiah risikr y::ng teinil t=r'irientifikasi sehar:yak ,.. r"isik*

*. Ju*iair us*!ar: iisikarrlan:b*ii:rn ,vang terld*ntifikasi s*ba*'1,ak .".... risiko. i-iaft*r
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usulan risiko sebagai berikut:

c. Analisis Risikr:

L") f umlah risiko yang beium ada pengendalian sebanvak risiko atau ....... % dari

jumlah risiko.

Z) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian yang ada namun belum memadai

sebanyak risiko atau .........,....% darl jumlah risiko.

d. Jumlah risiko 5,ang berada di atas selera risiko sel:anyak ..... risiko [ % dari

risiko).

e. jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan IV

sebanyak .... kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendaiian yang

telah tereaiisasi sampai dengan trilvulan IV sebanyak .... atau ....% dari kegiatan

pengendalian.

f. |umlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak

keiadian.

g. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV,

jrimlatr risiko yang berhasl] turun ke level 5iar.ig dapat diterirna sebanyp-lq ".,,... ri"*ikr:

atau "....... perss* dari iotai risiko yar:g tei-idenlifikasi.

h. iumlah risik* yang tiilak berhasil turun ke lerreil .r'ang dapat diterima sehanyak ".^..

risik* alau ...... persen dari total risiko yang teridentiiikasi. Daftar risiko tersebut

sebagai berikut:

No
iii# i

No.

liiitiiii{,:l,i\$

Pernilik
Risiko

.

1_.

2.

dst.
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Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaannya, kami ucapkan terima
kasih,

Sekretaris Daerah,

ttd dan cap

Narua Sekretaris Daerah
N1P .".....,,,........,,...

Tembusan:
1. Seluruh Kepala 0PD
2. Inspektur Kabupaten Hahnahera Bar;rt
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